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ABSTRACT  
The purpose of writing a paper on the role of the government (BPBD) in providing disaster victim services for people 
with disabilities is to change the mindset of society that disabilities are one of the main vulnerable groups to be 
saved when a disaster occurs. BPBD needs to work together with related parties, including organizations of people 
with disabilities. , to map and identify people with disabilities in their area. This is important to ensure that 
emergency services can be tailored to individual needs. It is an important role for BPBD to involve the wider 
community in disaster planning, including people with disabilities and their families. This can help understand 
specific needs and adapt emergency response plans. BPBD can play a role in designing and building disability-
friendly infrastructure in its area. This includes accessible evacuation routes, public facilities that can be used by 
all, and providing information in a format that is accessible to everyone. The benefits of holding training with people 
with disabilities will have a direct impact on improving social quality in society and have a good impact on Public 
Services based on real conditions in the field (evidence based), tolerance for disabilities for a peaceful society, as 
well as increasing the readiness of the community and people with disabilities in facing disasters. The role of this 
service will certainly encourage the implementation of disaster response character building by prioritizing 
vulnerable groups which is generally the benchmark in Indonesia, especially the implementation of the provision of 
public facilities for groups of people with disabilities which is currently being planned and implemented. Apart from 
that, it is believed that the implementation of this service should also encourage investors to continue investing in 
the peaceful development of this country, safe from all disasters that occur. Keywords: The Role of the Government 
(BPBD) in Disaster Victim Services for the Disabled. 
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ABSTRAK  
Tujuan penulisan makalah Peran Pemerintah (BPBD) dalam penyediaan pelayanan korban bencana bagi 
Penyandang Disabilitas adalah perubahan mindset Masyarakat bahwa disabilitas menjadi salah satu  bagian dari 
kelompok rentan yang utama untuk di selamatakan saat terjadi bencana, BPBD perlu bekerja sama dengan pihak 
terkait, termasuk organisasi penyandang disabilitas, untuk membuat pemetaan dan identifikasi penyandang 
disabilitas di wilayahnya. Ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan darurat dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan individu.. Pentingnya peran bagi BPBD untuk melibatkan masyarakat secara luas dalam perencanaan 
bencana, termasuk penyandang disabilitas dan keluarga mereka. Ini dapat membantu memahami kebutuhan 
spesifik dan menyesuaikan rencana tanggap darurat.. BPBD dapat berperan dalam merancang dan membangun 
infrastruktur yang ramah disabilitas di wilayahnya. Hal ini meliputi jalur evakuasi yang dapat diakses, fasilitas 
umum yang dapat digunakan oleh semua, dan penyediaan informasi dalam format yang dapat diakses oleh 
semua orang. Manfaat mengadakan pelatihan Bersama penyadang disabilitas akan berdampak langsung kepada 
perbaikan kualitas sosial dimasyarakat dan berdampak baik dalam Pelayanan Publik berdasarkan kondisi nyata 
di lapangan (evidence based), adanya toleransi pada disabilitasi untuk Masyarakat yang damai, serta 
peningkatan kesiapan Masyarakat dan penyandang disabilitas dalam menghadapi bencana. Peran Pelayanan ini 
tentunya akan mendorong pelaksanaan pembangunan karakter tanggap bencana dengan mengutamakan 
kelompok rentan yang umumnya menjadi tolak ukur di Indonesia, khususnya pelaksanaan pengadaan fasilitas 
umum untuk kelompok penyandang Disabilitas yang sedang direncanakan dan dilaksanakan saat ini. Selain itu, 
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pelaksanaan pelayanan ini diyakini juga harus mendorong investor untuk terus berinvestasi dalam 
pembangunan negeri ini yang damai ,aman dari segala bencana yang terjadi. Kata Kunci: Peran Pemerintah ( 
BPBD) dalam  Pelayanan Korban Bencana untuk Dsiabilitas. 
 

KATA KUNCI: layanan korban bencana; orang-orang dengan disabilitas; pemerintah 
(BPBD) 
 

 

1. Pendahuluan 
 
Pemerintah memainkan peran krusial dalam penyediaan pelayanan kepada 

masyarakat. Perannya melibatkan serangkaian tindakan dan kebijakan yang dirancang 
untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar dan aspirasi masyarakat terpenuhi dengan baik. 
Pemerintah sebagai Perencanaan dan Pengaturan yaitu Pemerintah bertanggung jawab 
untuk merancang rencana dan kebijakan yang mencakup penyediaan pelayanan 
masyarakat. Dalam tahap ini, mereka menetapkan prioritas, mengidentifikasi kebutuhan 
masyarakat, dan merencanakan alokasi sumber daya untuk memastikan penyediaan 
pelayanan yang efisien dan efektif. 

Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengelola sumber daya finansial untuk 
mendukung penyediaan pelayanan. Ini melibatkan pembuatan anggaran yang mencakup 
dana untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan 
publik lainnya. Melalui sistem perpajakan dan pengelolaan keuangan yang cermat, 
pemerintah memastikan adanya dana yang memadai. Pemerintah memiliki tanggung jawab 
untuk mengawasi penyediaan pelayanan publik. Ini termasuk mengontrol lembaga-
lembaga yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan dan menegakkan standar 
kualitas serta akuntabilitas. Pengendalian ini juga melibatkan penerapan regulasi untuk 
memastikan bahwa penyedia layanan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku (Hayati et 
al., 2021). 

Dalam upaya untuk memahami lebih baik kebutuhan dan harapan masyarakat, 
pemerintah harus memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat. Ini dapat mencakup dialog, 
konsultasi, atau mekanisme partisipasi lainnya yang memungkinkan masyarakat turut serta 
dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penyediaan pelayanan. Pemerintah 
perlu mendorong inovasi dalam penyediaan pelayanan publik. Mereka harus terbuka 
terhadap ide-ide baru, teknologi, dan metode manajemen yang dapat meningkatkan 
efisiensi dan kualitas layanan. Selain itu, pemerintah harus melakukan evaluasi 
berkelanjutan terhadap kinerja penyedia layanan untuk mengidentifikasi area yang 
memerlukan perbaikan. 

Dalam situasi krisis atau bencana, pemerintah memainkan peran utama dalam 
menyelenggarakan tanggap darurat dan pemulihan. Mereka harus memiliki rencana yang 
matang, koordinasi yang efektif, dan sumber daya yang cukup untuk menangani situasi 
darurat dan memulihkan normalitas secepat mungkin (Siregar dan Wibowo, 2019). 

Pemerintah harus memberdayakan masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan dan 
juga melindungi hak-hak mereka. Ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan 
sosial, memberikan akses yang setara terhadap pelayanan, dan memastikan bahwa setiap 
individu memiliki hak dasar yang diakui dan dihormati (Albizzia et al., 2022). Pelayanan 
bagi korban bencana, terutama yang berfokus pada individu dengan disabilitas, 
memerlukan pendekatan yang sensitif, inklusif, dan holistik. Berikut adalah sebuah 
penjelasan bagaimana pelayanan dapat diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan 
khusus korban bencana yang memiliki disabilitas.  

Ketika bencana melanda, mempengaruhi kehidupan ribuan orang, kita menyadari 
bahwa masyarakat kita harus bersatu untuk memberikan bantuan dan dukungan, terutama 
kepada mereka yang paling rentan. Di tengah-tengah keprihatinan ini, kita fokus pada 
pelayanan bagi korban bencana dengan disabilitas, sebuah pendekatan yang dirancang 
untuk memastikan bahwa tak seorang pun ditinggalkan. Pertama-tama, kami memastikan 
bahwa rencana tanggap darurat kami mencakup strategi khusus untuk evakuasi dan 
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perlindungan bagi orang dengan berbagai jenis disabilitas. Titik evakuasi dirancang agar 
dapat diakses oleh mereka yang menggunakan kursi roda atau memiliki mobilitas terbatas. 
Ketersediaan fasilitas ramah disabilitas seperti toilet dan akses ke perawatan kesehatan 
yang sesuai juga diutamakan. Tim kesehatan darurat kami dilatih untuk memberikan 
perawatan kesehatan yang memahami kebutuhan medis khusus yang mungkin dimiliki oleh 
korban bencana dengan disabilitas. Pelayanan medis dan rehabilitasi diberikan dengan 
memperhatikan kondisi khusus dan peralatan yang dibutuhkan. Kami juga menyadari 
bahwa dukungan psikososial sangat penting, terutama untuk mereka yang mungkin 
mengalami trauma akibat bencana. Konselor yang terlatih dalam kerangka peka disabilitas 
dikerahkan untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis, sambil 
mempertimbangkan kebutuhan unik dari masing-masing individu. Saat menyediakan 
tempat tinggal sementara, kami memastikan bahwa fasilitas ini dapat diakses dan ramah 
disabilitas. Peta evakuasi dan informasi penting diberikan dalam format yang dapat diakses 
oleh orang dengan disabilitas visual atau pendengaran. Sumber daya komunikasi alternatif 
juga disediakan bagi mereka yang memerlukan bantuan ekstra (Saraswati, 2021). 

Toleransi disabilitas saat bencana mencakup upaya untuk memastikan bahwa respons 
terhadap bencana alam dan kejadian darurat lainnya memperhitungkan dan 
mengakomodasi kebutuhan serta hak-hak penyandang disabilitas. Toleransi ini melibatkan 
pengakuan bahwa orang dengan disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain 
untuk mendapatkan layanan dan dukungan selama situasi darurat. Berikut adalah beberapa 
aspek kunci toleransi disabilitas saat bencana. 

Rencana tanggap darurat dan mitigasi bencana harus dirancang secara inklusif, 
memasukkan kebutuhan dan perspektif penyandang disabilitas. Partisipasi aktif dari 
kelompok ini dalam perencanaan dan latihan penting untuk memastikan respons yang 
efektif. Toleransi disabilitas melibatkan penyediaan fasilitas evakuasi yang dapat diakses 
oleh orang dengan berbagai jenis disabilitas. Ini termasuk aksesibilitas fisik, fasilitas 
khusus, dan peralatan evakuasi yang sesuai. 

Sistem komunikasi selama bencana harus dirancang untuk mencakup kebutuhan 
penyandang disabilitas, seperti penyediaan informasi dalam berbagai format (tulisan, 
audio, braille) dan menggunakan bahasa isyarat. Toleransi disabilitas mencakup pelayanan 
kesehatan yang ramah disabilitas dan dapat diakses oleh semua. Ini melibatkan penyediaan 
perawatan medis yang sesuai dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. 

Pelatihan dan kampanye pendidikan publik harus mencakup informasi tentang 
kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas selama bencana. Semakin banyak orang 
yang menyadari keberagaman kebutuhan ini, semakin baik persiapan dan responsnya. 
Pastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang setara terhadap informasi 
darurat dan layanan bantuan. Ini bisa melibatkan penggunaan teknologi yang dapat diakses, 
seperti situs web yang ramah disabilitas, atau penyediaan bantuan khusus selama proses 
evakuasi. 

Toleransi disabilitas juga mencakup perlindungan terhadap diskriminasi dan 
kekerasan yang mungkin dialami penyandang disabilitas selama dan setelah bencana. Hal 
ini memerlukan peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. 

Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, 
dalam perencanaan dan implementasi tanggap darurat memastikan bahwa kebutuhan 
mereka diperhitungkan dan hak-hak mereka diakui. Toleransi disabilitas selama bencana 
adalah langkah kritis untuk memastikan bahwa respons bencana adalah respons yang 
inklusif dan adil bagi semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang memiliki 
kebutuhan khusus. 

Ketika bencana melanda, mempengaruhi kehidupan ribuan orang, kita menyadari 
bahwa masyarakat kita harus bersatu untuk memberikan bantuan dan dukungan, terutama 
kepada mereka yang paling rentan. Di tengah-tengah keprihatinan ini, kita fokus pada 
pelayanan bagi korban bencana dengan disabilitas, sebuah pendekatan yang dirancang 
untuk memastikan bahwa tak seorang pun ditinggalkan. Pertama-tama, kami memastikan 
bahwa rencana tanggap darurat kami mencakup strategi khusus untuk evakuasi dan 
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perlindungan bagi orang dengan berbagai jenis disabilitas. Titik evakuasi dirancang agar 
dapat diakses oleh mereka yang menggunakan kursi roda atau memiliki mobilitas terbatas. 
Ketersediaan fasilitas ramah disabilitas seperti toilet dan akses ke perawatan kesehatan 
yang sesuai juga diutamakan. Tim kesehatan darurat kami dilatih untuk memberikan 
perawatan kesehatan yang memahami kebutuhan medis khusus yang mungkin dimiliki oleh 
korban bencana dengan disabilitas. Pelayanan medis dan rehabilitasi diberikan dengan 
memperhatikan kondisi khusus dan peralatan yang dibutuhkan. Kami juga menyadari 
bahwa dukungan psikososial sangat penting, terutama untuk mereka yang mungkin 
mengalami trauma akibat bencana. Konselor yang terlatih dalam kerangka peka disabilitas 
dikerahkan untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis, sambil 
mempertimbangkan kebutuhan unik dari masing-masing individu. 

Upaya membangun kembali komunitas dengan pendekatan inklusif. Ini termasuk 
memasukkan orang dengan disabilitas dalam proses perencanaan dan pembangunan 
kembali untuk memastikan bahwa infrastruktur dan layanan yang dipulihkan memenuhi 
kebutuhan semua warganya. Melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat, 
sukarelawan, dan pihak swasta, kami memastikan bahwa pelayanan ini tidak hanya 
terbatas pada waktu tanggap darurat, tetapi juga memberikan dukungan jangka panjang 
bagi penyembuhan dan pemulihan. Dalam setiap langkah, prinsip-prinsip inklusi dan 
keadilan dipegang teguh, sehingga tidak ada satu pun yang ditinggalkan dalam proses 
pemulihan ini. Melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat, sukarelawan, dan pihak 
swasta, kami memastikan bahwa pelayanan ini tidak hanya terbatas pada waktu tanggap 
darurat, tetapi juga memberikan dukungan jangka panjang bagi penyembuhan dan 
pemulihan. Dalam setiap langkah, prinsip-prinsip inklusi dan keadilan dipegang teguh, 
sehingga tidak ada satu pun yang ditinggalkan dalam proses pemulihan iniBencana 
mungkin tak terduga, tetapi komitmen kita untuk menyediakan pelayanan yang merata, 
sensitif terhadap disabilitas, dan inklusif tidak pernah pudar mencari solusi dalam latar 
belakang tersebut, dan dalam makalah ini kami menemukan pembahasan dengan judul 
“Peran BPBD kota Semarang dalam penyediaan layanan korban bencana bagi disabilitas”. 
 
 

2. Metode 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Moleong setelah melakukan analisis 

terhadap beberapa definisi penelitian kualitatif kemudian membuat definisi sendiri sebagai 
sintesis dari pokok-pokok pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang tujuannya untuk memahami fenomena dari pengalaman subjek, seperti 
perilaku, observasi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan bantuan 
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks alam yang khusus. dengan 
berbagai cara alami (Moleong, 2014). 

Jadi penelitian ini merupakan jenis penelian fenemonologi tentang pola hubungan 
Kebijakan Pelayanan publik, yaitu, agar mengetahui arti Kebijakan Pelayanan publik, 
mengetahui karakteristik kebijakan pelayanan publik, mengetahui kebijakan-kebijakan 
pemerintah dalam Pelayanan publik dan juga untuk mengetahui Implementasi Kebijakan 
Pelayanan publik di Indonesia. 
 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
 
3.1 Konsep Pelayanan Korban Bencana 

 
Pelayanan bagi korban bencana melibatkan serangkaian tindakan dan strategi yang 

dirancang untuk memberikan bantuan dan dukungan segera kepada individu dan 
komunitas yang terdampak oleh bencana. Konsep pelayanan ini mencakup beberapa aspek 
utama yang bertujuan untuk merespons kebutuhan mendesak dan mendukung pemulihan 
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jangka panjang. Berikut adalah konsep pelayanan korban bencana: 
1. Evakuasi dan Penyelamatan 

Pertama-tama, pelayanan korban bencana dimulai dengan evakuasi dan 
penyelamatan. Tim penanggulangan bencana dan petugas darurat bekerja bersama 
untuk mengamankan nyawa dan menyelamatkan orang-orang yang terperangkap 
atau terancam oleh bencana. Evakuasi dilakukan dengan memperhatikan 
kebutuhan khusus seperti mobilitas terbatas atau kebutuhan medis. 

2. Pertolongan Medis Darurat 
Pelayanan kesehatan darurat diberikan kepada korban bencana untuk menanggapi 
cedera fisik dan kesehatan yang mendesak. Ini melibatkan perawatan medis 
sederhana hingga perawatan intensif, tergantung pada tingkat keparahan cedera. 
Tim medis juga harus memperhatikan kebutuhan khusus seperti penyediaan 
peralatan dan obat-obatan untuk orang dengan kondisi kesehatan tertentu. 

3. Tempat Pengungsian dan Penyediaan Kebutuhan Dasar 
Pelayanan ini mencakup pendirian tempat pengungsian yang aman dan nyaman, 
dengan fasilitas yang memadai untuk makanan, minuman, sanitasi, dan tempat 
tidur. Ketersediaan fasilitas ramah disabilitas dan pemisahan kelompok berisiko, 
seperti anak-anak dan lansia, juga harus dipertimbangkan. 

4. Psikososial dan Dukungan Emosional 
Korban bencana sering mengalami trauma dan stres psikologis. Pelayanan 
psikososial dan dukungan emosional diberikan oleh tim kesehatan mental dan 
konselor untuk membantu individu dan komunitas dalam mengatasi dampak 
emosional dan psikologis bencana. 

5. Ketersediaan Informasi dan Komunikasi 
Pelayanan harus mencakup penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses 
kepada korban bencana. Ini mencakup informasi tentang evakuasi, lokasi tempat 
pengungsian, peringatan bencana berikutnya, dan langkah-langkah pemulihan. 
Sumber daya komunikasi alternatif juga harus disediakan untuk memenuhi 
kebutuhan orang dengan disabilitas. 

6. Pemulihan dan Rekonstruksi 
Setelah fase tanggap darurat, pelayanan bencana harus beralih ke pemulihan dan 
rekonstruksi. Ini melibatkan pembangunan kembali infrastruktur, pemulihan mata 
pencaharian, dan pembangunan kembali komunitas secara menyeluruh. Dukungan 
jangka panjang dan program rehabilitasi juga harus diberikan kepada korban 
bencana. 

7. Inklusi dan Partisipasi Masyarakat 
Konsep pelayanan korban bencana harus memasukkan prinsip-prinsip inklusi dan 
partisipasi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan 
keputusan, perencanaan, dan implementasi pelayanan untuk memastikan respons 
yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. 
Pelayanan korban bencana harus diarahkan untuk membangun ketahanan 
masyarakat, merespons kebutuhan khusus, dan memastikan bahwa setiap individu 
mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dan membangun 
kembali hidup mereka. 

8. Pemulihan dan Rekonstruksi 
Setelah fase tanggap darurat, pelayanan bencana harus beralih ke pemulihan dan 
rekonstruksi. Ini melibatkan pembangunan kembali infrastruktur, pemulihan mata 
pencaharian, dan pembangunan kembali komunitas secara menyeluruh. Dukungan 
jangka panjang dan program rehabilitasi juga harus diberikan kepada korban 
bencana. 

9. Inklusi dan Partisipasi Masyarakat 
Konsep pelayanan korban bencana harus memasukkan prinsip-prinsip inklusi dan 
partisipasi masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan 
keputusan, perencanaan, dan implementasi pelayanan untuk memastikan respons 
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yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. 
Pelayanan korban bencana harus diarahkan untuk membangun ketahanan 

masyarakat, merespons kebutuhan khusus, dan memastikan bahwa setiap individu 
mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dan membangun kembali 
hidup mereka. 

Untuk menciptakan pelayanan publik yang merata, pelayanan pada kelompok rentan 
harus diutamakan. BPBD Kota Semarang pelayanan publik saat pemberian Logistik dan 
evakuasi bencana perlu dijauhkan dari ekploitasi dan kepentingan politik etis. Peran 
melayani Korban di lembaga pelayanan publik dapat menjadi model implementasi 
pelayanan pada satuan dan jenjang pelayanan publik sehingga dibutuhkan penekanan 
fungsi pelayanan yang utama dilakukan. Inovasi manajemen diperlukan untuk 
memecahkan masalah yang ada mengenai disabilitas sebagai kelompok rentan .Problem 
tersebut dapat berupa pemerataan pelayanan publik dalam hal memberikan logistik tanpa 
pandang fisik, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja 
serta relevansi yang bertujuan agar penyebaran info pelayanan publik dapat diadopsi, 
dimanfaatkan dan didesiminasikan untuk perbaikan dan pemecahan problem pelayanan 
publik (Fatmawati, 2019). 
 
3.2 Konsep Pelayanan Korban Disabilitas 
 

Pelayanan bagi kelompok rentan dan disabilitas harus dirancang dengan pendekatan 
yang inklusif, responsif terhadap kebutuhan khusus, dan memungkinkan partisipasi penuh 
dari individu-individu dalam kelompok tersebut (Alfaris, 2018). Berikut adalah beberapa 
prinsip dan konsep utama yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan pelayanan 
bagi kelompok rentan dan disabilitas: 

1. Inklusivitas 
Pelayanan harus dirancang agar dapat diakses dan dinikmati oleh semua, tanpa 
memandang latar belakang, kemampuan, atau kondisi kesehatan. Ini mencakup 
aksesibilitas fisik, ketersediaan sumber daya yang ramah disabilitas, dan 
perencanaan yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan. 

2. Partisipasi Aktif 
Kelompok rentan dan disabilitas harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, 
implementasi, dan evaluasi pelayanan. Partisipasi ini memastikan bahwa pelayanan 
benar-benar memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka, dan membangun rasa 
kepemilikan dan tanggung jawab terhadap proses tersebut. 

3. Penyesuaian dan Dukungan Khusus 
Pelayanan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan khusus kelompok 
rentan dan disabilitas. Ini melibatkan penyediaan dukungan khusus, seperti alat 
bantu, penerjemah bahasa isyarat, atau fasilitas yang memudahkan akses bagi 
mereka yang memiliki mobilitas terbatas. 

4. Pendidikan dan Kesadaran 
Pelayanan harus didukung oleh program pendidikan dan kesadaran yang bertujuan 
untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan 
kelompok rentan dan disabilitas. Pendidikan ini dapat mencakup pelatihan bagi staf 
pelayanan dan kampanye informasi untuk masyarakat umum. 

5. Dukungan Psikososial 
Kelompok rentan dan disabilitas seringkali memerlukan dukungan psikososial yang 
khusus. Pelayanan ini dapat mencakup konseling, terapi, dan program-program 
pendukung emosional yang dirancang untuk membantu individu mengatasi trauma 
atau tantangan psikologis lainnya. 

6. Akses ke Pendidikan dan Pelatihan 
Pelayanan harus menyertakan komponen pendidikan dan pelatihan yang 
mendukung pengembangan keterampilan dan peningkatan kemandirian bagi 
kelompok rentan dan disabilitas. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan hidup, 
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pelatihan pekerjaan, dan akses ke pendidikan formal dan non-formal. 
7. Perlindungan Hak Asasi Manusia 

Pelayanan harus mendasarkan diri pada prinsip hak asasi manusia dan memastikan 
bahwa hak-hak individu dalam kelompok rentan dan disabilitas dihormati dan 
dilindungi. Ini mencakup hak atas privasi, kebebasan dari diskriminasi, dan hak-hak 
lainnya yang mungkin terpengaruh. 

8. Partisipasi Aktif 
Kelompok rentan dan disabilitas harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, 
implementasi, dan evaluasi pelayanan. Partisipasi ini memastikan bahwa pelayanan 
benar-benar memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka, dan membangun rasa 
kepemilikan dan tanggung jawab terhadap proses tersebut. 

9. Penyesuaian dan Dukungan Khusus 
Pelayanan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan khusus kelompok 
rentan dan disabilitas. Ini melibatkan penyediaan dukungan khusus, seperti alat 
bantu, penerjemah bahasa isyarat, atau fasilitas yang memudahkan akses bagi 
mereka yang memiliki mobilitas terbatas. 

10. Pendidikan dan Kesadaran 
Pelayanan harus didukung oleh program pendidikan dan kesadaran yang bertujuan 
untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan 
kelompok rentan dan disabilitas. Pendidikan ini dapat mencakup pelatihan bagi staf 
pelayanan dan kampanye informasi untuk masyarakat umum. 

11. Dukungan Psikososial 
Kelompok rentan dan disabilitas seringkali memerlukan dukungan psikososial yang 
khusus. Pelayanan ini dapat mencakup konseling, terapi, dan program-program 
pendukung emosional yang dirancang untuk membantu individu mengatasi trauma 
atau tantangan psikologis lainnya.Keterlibatan Komunitas: Pelayanan harus 
terintegrasi dalam konteks komunitas dan melibatkan komunitas sebagai mitra 
dalam penyelenggaraan pelayanan. Ini memungkinkan adanya dukungan sosial dan 
memperkuat jaringan dukungan di antara kelompok rentan dan disabilitas. 

12. Kerjasama dengan Stakeholder 
Penting untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, 
termasuk organisasi non-pemerintah, lembaga pemerintah, dan sektor swasta. 
Kolaborasi ini dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang diperlukan 
untuk menyediakan pelayanan yang komprehensif. 

13. Pendidikan dan Kesadaran 
Pelayanan harus didukung oleh program pendidikan dan kesadaran yang bertujuan 
untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan 
kelompok rentan dan disabilitas. Pendidikan ini dapat mencakup pelatihan bagi staf 
pelayanan dan kampanye informasi untuk masyarakat umum. 

14. Dukungan Psikososial 
Kelompok rentan dan disabilitas seringkali memerlukan dukungan psikososial yang 
khusus. Pelayanan ini dapat mencakup konseling, terapi, dan program-program 
pendukung emosional yang dirancang untuk membantu individu mengatasi trauma 
atau tantangan psikologis lainnya. 

15. Akses ke Pendidikan dan Pelatihan 
Pelayanan harus menyertakan komponen pendidikan dan pelatihan yang 
mendukung pengembangan keterampilan dan peningkatan kemandirian bagi 
kelompok rentan dan disabilitas. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan hidup, 
pelatihan pekerjaan, dan akses ke pendidikan formal dan non-formal. 

16. Perlindungan Hak Asasi Manusia 
Pelayanan harus mendasarkan diri pada prinsip hak asasi manusia dan memastikan 
bahwa hak-hak individu dalam kelompok rentan dan disabilitas dihormati dan 
dilindungi. Ini mencakup hak atas privasi, kebebasan dari diskriminasi, dan hak-hak 
lainnya yang mungkin terpengaruh. 
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17. Keterlibatan Komunitas 
Pelayanan harus terintegrasi dalam konteks komunitas dan melibatkan komunitas 
sebagai mitra dalam penyelenggaraan pelayanan. Ini memungkinkan adanya 
dukungan sosial dan memperkuat jaringan dukungan di antara kelompok rentan 
dan disabilitas. 

18. Kerjasama dengan Stakeholder 
Penting untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, 
termasuk organisasi non-pemerintah, lembaga pemerintah, dan sektor swasta. 
Kolaborasi ini dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang diperlukan 
untuk menyediakan pelayanan yang komprehensif. 

19. Kerjasama dengan Stakeholder 
Penting untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, 
termasuk organisasi non-pemerintah, lembaga pemerintah, dan sektor swasta. 
Kolaborasi ini dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang diperlukan 
untuk menyediakan pelayanan yang komprehensif. 

20. Pendidikan dan Kesadaran 
Pelayanan harus didukung oleh program pendidikan dan kesadaran yang bertujuan 
untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan 
kelompok rentan dan disabilitas. Pendidikan ini dapat mencakup pelatihan bagi staf 
pelayanan dan kampanye informasi untuk masyarakat umum. 

21. Dukungan Psikososial 
Kelompok rentan dan disabilitas seringkali memerlukan dukungan psikososial yang 
khusus. Pelayanan ini dapat mencakup konseling, terapi, dan program-program 
pendukung emosional yang dirancang untuk membantu individu mengatasi trauma 
atau tantangan psikologis lainnya. 

22. Akses ke Pendidikan dan Pelatihan 
Pelayanan harus menyertakan komponen pendidikan dan pelatihan yang 
mendukung pengembangan keterampilan dan peningkatan kemandirian bagi 
kelompok rentan dan disabilitas. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan hidup, 
pelatihan pekerjaan, dan akses ke pendidikan formal dan non-formal. 

 
3.3 Konsep Disabilitas Terbentuk 

 
Dalam suatu masyarakat yang semakin menyadari pentingnya inklusivitas, kelompok 

disabilitas mendapatkan perhatian yang semakin besar. Mereka adalah bagian berharga 
dari komunitas kita, membawa keberagaman dan kekuatan yang luar biasa. Mari kita 
temukan cerita di balik kelompok disabilitas ini. 

Di tengah gemerlap kehidupan sehari-hari, terdapat kelompok yang memberikan 
warna dan kekayaan khusus pada kisah kehidupan kita — kelompok disabilitas. Mereka 
adalah pahlawan sejati yang menghadapi setiap hari dengan tekad, keberanian, dan 
semangat yang menginspirasi. 

Dalam setiap langkahnya, setiap perjuangannya, mereka mengajarkan kita arti sejati 
dari ketabahan. Mereka yang mungkin menghadapi tantangan fisik atau kesehatan, 
mengajarkan kita untuk tak pernah menyerah pada kehidupan. Setiap kursi roda adalah 
lambang mobilitas dan kebebasan, membuktikan bahwa kemandirian adalah hak setiap 
individu, tanpa memandang kondisi fisiknya. 

Bukan hanya fisik, kelompok disabilitas juga menyoroti kekuatan mental dan 
emosional. Dalam kehidupan yang seringkali penuh dengan ketidakpastian, mereka 
menunjukkan kepada kita keberanian untuk menghadapi rintangan, merangkul perbedaan, 
dan melihat keindahan dalam keunikan setiap individu. 

Melalui perjalanan mereka, kelompok disabilitas juga menjadi agen perubahan sosial. 
Mereka menegaskan pentingnya aksesibilitas dan inklusi dalam setiap aspek kehidupan 
kita. Setiap ramp, setiap tanda aksesibilitas, adalah langkah kecil menuju masyarakat yang 
lebih inklusif dan ramah disabilitas. 
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Perjuangan mereka juga menimbulkan pertanyaan penting tentang stigma dan 
persepsi masyarakat terhadap disabilitas. Mereka bukan hanya berjuang untuk diri mereka 
sendiri, tetapi juga untuk meruntuhkan tembok-tembok prasangka dan membangun 
jembatan pengertian di antara kita. 

Dalam keramaian kehidupan sehari-hari, kita sering lupa bahwa keberagaman adalah 
kekuatan. Kelompok disabilitas mengingatkan kita untuk merangkul perbedaan, karena 
itulah yang membuat kita unik. Dengan senyum yang tulus, semangat yang tak tergoyahkan, 
dan tekad untuk membangun masa depan yang lebih inklusif, mereka adalah pahlawan yang 
mencerahkan kisah kehidupan kita. 

Kelompok rentan bencana merujuk kepada kelompok masyarakat yang memiliki risiko 
lebih tinggi untuk mengalami dampak yang lebih serius akibat bencana alam atau kejadian 
darurat lainnya. Rentanitas ini dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk keterbatasan 
fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kelompok rentan bencana mencakup beberapa 
kategori, di antaranya: 
 
3.3.1 Penyandang Disabilitas 

 
Orang dengan disabilitas dapat mengalami tantangan ekstra dalam hal mobilitas, 

aksesibilitas, dan kebutuhan kesehatan selama bencana. Mereka mungkin memerlukan 
perhatian khusus dan perencanaan yang lebih baik untuk memastikan keamanan dan 
kesejahteraan mereka. 
 
3.3.2 Anak-anak 

 
Anak-anak sering kali lebih rentan terhadap bencana karena mereka mungkin tidak 

memiliki kemampuan untuk memahami atau merespons situasi darurat dengan baik. 
Mereka juga mungkin memerlukan perlindungan khusus dan perhatian medis. 
 
3.3.3 Lansia 

  
Lansia cenderung memiliki kebutuhan kesehatan yang lebih tinggi dan mungkin 

mengalami kesulitan dalam menghadapi evakuasi dan situasi darurat lainnya. Perlindungan 
dan dukungan khusus diperlukan untuk memastikan kesejahteraan mereka. 
 
3.3.4 Masyarakat Miskin 

 
Kelompok ekonomi rentan, seperti masyarakat miskin, sering kali memiliki akses 

terbatas terhadap sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk menghadapi bencana. 
Mereka mungkin tinggal di tempat yang lebih rentan terhadap bencana atau memiliki akses 
terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. 

 
3.3.5 Perempuan 

 
Perempuan sering kali menghadapi risiko tambahan selama bencana, terutama karena 

peran tradisional mereka sebagai pengasuh keluarga. Mereka mungkin mengalami 
kesulitan dalam evakuasi, dan risiko kekerasan gender dapat meningkat selama periode 
pasca-bencana. 

 
3.3.6 Penduduk Etnis Minoritas 

 
Kelompok etnis minoritas sering kali menghadapi ketidaksetaraan akses terhadap 

sumber daya dan layanan, dan mereka dapat menjadi lebih rentan terhadap bencana karena 
faktor sosial dan ekonomi. 
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3.3.7 Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana 
 
Orang-orang yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam, seperti gempa 

bumi, banjir, atau badai, cenderung lebih rentan terhadap dampak bencana karena 
eksposur mereka yang lebih tinggi terhadap risiko tersebut. 

Memahami dan mengidentifikasi kelompok rentan bencana penting untuk merancang 
rencana tanggap darurat yang inklusif dan efektif, serta memastikan bahwa pelayanan dan 
dukungan yang diberikan selama dan setelah bencana dapat memenuhi kebutuhan khusus 
kelompok tersebut. 

Jadi, mari kita bersama-sama merayakan keberagaman ini. Mari kita mendengarkan 
cerita kelompok disabilitas, menghargai setiap langkah yang mereka ambil, dan bersama-
sama membentuk dunia yang lebih baik, di mana setiap individu, termasuk mereka dengan 
disabilitas, dapat meraih mimpi-mimpi mereka dengan penuh semangat dan martabat. 

 
 

4. Kesimpulan 
 

Peran Pelayanan Korban Bencana di BPBD Kota Semarang pada akhirnya menjadi 
implementasi utama pada jenjang pelayanan publik. Di sini diperlukan adanya perubahan 
pemikiran pada pelayanan publik tersebut. Proses perubahan atau inovasi suatu 
pemikiran untuk menjadi suatu yang menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah 
dihadapi. Masalah tersebut dapat berupa usaha pemerataan pelayanan publik, 
peningkatan mutu, peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta relevansi 
dalam pelayanan publik. Tujuannya adalah penyebaran pemikiran yang terwujud yang 
dapat diadopsi, digunakan dan didesiminasikan untuk perbaikan pelayanan publik di 
Indonesia. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran yang sangat penting 
dalam pelayanan korban penyandang disabilitas saat terjadi bencana. Kesimpulan tentang 
peran BPBD dalam pelayanan korban penyandang disabilitas dapat dirangkum sebagai 
berikut: 

1. Penyelenggaraan Tanggap Darurat yang Inklusif: BPBD memegang peranan utama 
dalam mengorganisir dan menyelenggarakan tanggap darurat saat bencana terjadi. 
Dalam hal ini, peran mereka harus mencakup aspek inklusifitas, memastikan bahwa 
evakuasi, pengungsian, dan fasilitas tanggap darurat dapat diakses oleh penyandang 
disabilitas. 

2. Perencanaan Berbasis Risiko dan Kebutuhan: BPBD perlu melakukan perencanaan 
bencana berbasis risiko dan kebutuhan, yang mencakup analisis mendalam terkait 
risiko dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam situasi darurat. Hal ini 
memungkinkan BPBD untuk menetapkan langkah-langkah yang sesuai untuk 
melindungi dan memberikan pelayanan yang tepat kepada kelompok ini. 

3. “Defabel" adalah istilah yang merupakan kependekan dari "difabel" atau 
"difabelitas". Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada orang dengan disabilitas 
atau kondisi kecacatan. Dalam penggunaan ini, kata "defabel" digunakan sebagai 
alternatif yang lebih positif dan inklusif daripada istilah "cacat" atau "penyandang 
cacat". Penggunaan istilah "defabel" lebih mengedepankan penghormatan dan 
penekanan pada kemampuan individu yang mungkin berbeda daripada 
menekankan keterbatasan atau hambatan. 
Penggunaan istilah ini bertujuan untuk merubah persepsi masyarakat terhadap 
penyandang disabilitas dengan lebih memfokuskan pada potensi dan keberagaman 
kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu, bukan sekadar menyoroti 
keterbatasan fisik atau kognitif mereka. Dengan demikian, istilah "defabel" 
mendorong sikap inklusif dan pengakuan terhadap hak-hak setiap individu untuk 
berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. 

4. Pelibatan dan Keterlibatan Komunitas: BPBD harus aktif melibatkan penyandang 
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disabilitas dan komunitas mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
tanggap darurat. Hal ini akan memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif mereka 
diakui, sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih relevan dan efektif. 

5. Penyediaan Fasilitas Ramah Disabilitas: BPBD memiliki tanggung jawab untuk 
memastikan bahwa fasilitas tanggap darurat dan tempat pengungsian dapat diakses 
oleh penyandang disabilitas. Ini melibatkan penyediaan fasilitas yang ramah 
disabilitas, seperti aksesibilitas fisik, toilet yang sesuai, dan fasilitas lain yang 
memenuhi kebutuhan kelompok ini (Nursyamsi et al., 2015). 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran yang sangat penting 
dalam pelayanan korban penyandang disabilitas saat terjadi bencana. Kesimpulan tentang 
peran BPBD dalam pelayanan korban penyandang disabilitas dapat dirangkum sebagai 
berikut: 

1. Penyelenggaraan Tanggap Darurat yang Inklusif: BPBD memegang peranan utama 
dalam mengorganisir dan menyelenggarakan tanggap darurat saat bencana terjadi. 
Dalam hal ini, peran mereka harus mencakup aspek inklusifitas, memastikan bahwa 
evakuasi, pengungsian, dan fasilitas tanggap darurat dapat diakses oleh penyandang 
disabilitas.Perencanaan Berbasis Risiko dan Kebutuhan: BPBD perlu melakukan 
perencanaan bencana berbasis risiko dan kebutuhan, yang mencakup analisis 
mendalam terkait risiko dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam situasi 
darurat. Hal ini memungkinkan BPBD untuk menetapkan langkah-langkah yang 
sesuai untuk melindungi dan memberikan pelayanan yang tepat kepada kelompok 
ini. 

2. Pelibatan dan Keterlibatan Komunitas: BPBD harus aktif melibatkan penyandang 
disabilitas dan komunitas mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
tanggap darurat. Hal ini akan memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif mereka 
diakui, sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih relevan dan efektif. 

3. Ketersediaan Informasi yang Mudah Diakses: BPBD perlu menyusun sistem 
informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Informasi 
tentang rencana tanggap darurat, rute evakuasi, dan langkah-langkah keselamatan 
harus tersedia dalam format yang dapat diakses oleh berbagai jenis disabilitas, 
termasuk disabilitas sensorik. 

4. Pelatihan untuk Petugas Darurat: BPBD harus memberikan pelatihan kepada 
petugas darurat dan relawan tentang penanganan kasus bencana yang melibatkan 
penyandang disabilitas. Ini meliputi pemahaman tentang kebutuhan khusus, teknik 
evakuasi yang tepat, dan penyediaan perawatan medis dan psikososial yang sesuai. 

5. Kerjasama dengan Pihak Terkait: Kerjasama antara BPBD dengan lembaga dan 
organisasi terkait, seperti lembaga pemerintah, LSM, dan kelompok advokasi 
disabilitas, sangat penting. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi, koordinasi 
pelayanan, dan pemanfaatan sumber daya yang lebih besar untuk mendukung 
penyandang disabilitas dalam situasi darurat. 
Keseluruhan, peran BPBD dalam pelayanan korban penyandang disabilitas 
membutuhkan pendekatan holistik, inklusif, dan berbasis risiko untuk memastikan 
bahwa tanggap darurat dapat memberikan perlindungan dan dukungan yang efektif 
kepada kelompok yang rentan ini. 

6. Ketersediaan Informasi yang Mudah Diakses: BPBD perlu menyusun sistem 
informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Informasi 
tentang rencana tanggap darurat, rute evakuasi, dan langkah-langkah keselamatan 
harus tersedia dalam format yang dapat diakses oleh berbagai jenis disabilitas, 
termasuk disabilitas sensorik. 

7. Pelatihan untuk Petugas Darurat: BPBD harus memberikan pelatihan kepada 
petugas darurat dan relawan tentang penanganan kasus bencana yang melibatkan 
penyandang disabilitas. Ini meliputi pemahaman tentang kebutuhan khusus, teknik 
evakuasi yang tepat, dan penyediaan perawatan medis dan psikososial yang sesuai. 

8. Kerjasama dengan Pihak Terkait: Kerjasama antara BPBD dengan lembaga dan 
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organisasi terkait, seperti lembaga pemerintah, LSM, dan kelompok advokasi 
disabilitas, sangat penting. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi, koordinasi 
pelayanan, dan pemanfaatan sumber daya yang lebih besar untuk mendukung 
penyandang disabilitas dalam situasi darurat. 
Keseluruhan, peran BPBD dalam pelayanan korban penyandang disabilitas 
membutuhkan pendekatan holistik, inklusif, dan berbasis risiko untuk memastikan 
bahwa tanggap darurat dapat memberikan perlindungan dan dukungan yang efektif 
kepada kelompok yang rentan ini. 
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